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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Mengenai Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
(DISPERINDAG) Kota Pasuruan 
 1. Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota 
Pasuruan 
 Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota 
Pasuruan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di 
bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan 
perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
45
 Kantor 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Pasuruan ini 
berlokasi di tengah wilayah Kota Pasuruan yang beralamatkan di Jalan 
Pahlawan No.28 Pasuruan telp. (0343) 424919. 
Tabel 1 
STRUKTUR ORGANISASI DINAS  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN 
No
. 
Jabatan Eselon Nama 
1 Kepala Dinas II.b Mualif Arif, S.Sos, MM 
2 Kepala UPT Kemetrologian IV.a Ir. Totok Basuki 
3 Kepala Bidang Pengelolaan Paasar III.b Yusuf 
4 Kepala Seksi Penataan PKL IV.a Joko Sampurno, S.Sos, 
MM 
5 Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Retribusi IV.a Chairudin Muchtar 
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 Pasal 2 Peraturan Walikota No 60 Tahun 2011tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. 
58 
 
Pasar 
6 Kepala Bidang Perdagangan III.b Juni Widodo, S.E 
7 Kepala Seksi Pengawasan Barang dan 
Perlindungan Kosumen 
IV.a Ridha Wijaya, S.E 
8 Kepala Seksi Perkembangan Perdangan IV.a Dhita Arianti Pratiwi, 
S.AP 
9 Kepala Bidang Perindustrian III.b Budiwati Setyarini, S.Si 
10 Kepala seksi Industri Kima, Agro, dan Hasil 
Hutan 
IV.a Agus Wibowo, AP, MM 
11 Kepala Seksi Industri Logam, Mesin dan Aneka IV.a Atok Handoko, ST 
12 Kepala Seksi Pengawan Kawasan dan Kerja Sama 
Industri 
IV.a Suparno, S.Sos 
13 
Sekretaris  
III.a Ir. Hj. Endang Widjiastuti, 
MM 
14 Kepala Sub Bagian Penyusanan Progam dan 
Keuangan 
IV.a Wasilah, S.H 
15 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian IV.a Fitri Iswarida, S.H., M.H 
16 Kepala UPT Industri Logam IV.a Usmadi 
17 Kepala UPT Pasar Besar IV.a Ismail 
18 Kepala UPT Pasar Bukir dan Randusari IV.a Sutarto, S.H 
19 Kepala UPT Pasar Gading rejo IV.a H. Moch. Nasir, S.H., MM 
20 Kepala UPT Pasar Karang Ketug IV.a Muhajir, SE 
21 Kepala UPT Pasar Kebon Agung IV.a Ir. Sutanu Aji, SE 
22 Kepala UPT Pasar Poncol IV.a Djoko Santoso 
Sumber Data: Disperindag Kota Pasuruan 2017 
  Berdasarkan tabel 1 di atas menjelaskan susunan struktur organisasi 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Pasuruan. 
Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Koperasi, Perindustrian dan 
Perdagangan (DISPERINDAG) mempunyai fungsi penyusunan 
perencanaan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil menengah, 
perindustrian dan perdagangan, perumusan kebijakan teknis bidang koperasi 
dan usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan, 
pelaksanaan pelayanan umum bidang koperasi dan usaha kecil menengah, 
perindustrian dan perdagangan, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan 
fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang koperasi, usaha dan permodalan 
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koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, 
pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Koperasi Perindustrian dan 
Perdagangan, pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Koperasi 
Perindustrian dan Perdagangan, dan  pelaksanaan tugas lain yang diberikan 
oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
46
 Kepala Dinas 
mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan memberikan 
bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan 
tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan 
organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur 
masyarakat. Sedangkan sekretariat mempunyai tugas pokok 
mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas 
bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif,
47
 seperti 
penyelenggaraan penyusunan perencanaan, penyelenggaraan pengelolaan 
administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi 
kepegawaian, penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, 
keprotokolan dan hubungan masyarakat, penyelenggaraan ketatalaksanaan, 
kearsipan dan perpustakaan, pelaksanaan koordinasi, pembinaan,  
pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja, dan 
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Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. 
 
60 
 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
  Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun 
rencana kerja subbagian, melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data 
untuk bahan penyusunan program, melaksanakan penyusunan program, 
melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan 
program, melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program, 
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian, dan 
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.
48
 
B. Gambaran Umum Perkembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota 
Pasuruan 
Tabel 2 
HASIL PENDATAAN DAN IDENTIFIKASI  PKL YANG TERSENTRA 
DI AREA PASAR KOTA PASURUAN 
NO. UPT. PASAR JUMLAH PKL 
1 PASAR BUKIR 38 
2 PASAR KARANGKETUG 54 
3 PASAR BESAR 515 
4 PASAR PONCOL 27 
5 PASAR KEBONAGUNG 120 
6 PASAR GADING 55 
TOTAL 809 
 Sumber Data: Disperindag Kota Pasuruan 2017 
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 Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah Pedagang 
Kaki Lima (PKL) yang ada disekitaran pasar Kota Pasuruan berjumlah 
sebanyak 809 pedagang.
49
 Diantaranya di Pasar Bukir berjumlah 38 PKL, di 
Pasar Karang Ketug berjumlah 54 PKL, di Pasar Besar berjumlah 515 PKL, di 
Pasar Poncol 27 PKL, di Pasar Kebonagong berjumlah 120 PKL, Sedangkan di 
Pasar Gading berjumlah 55 PKL.  
Tabel 3 
HASIL PENDATAAN DAN IDENTIFIKASI PKL 
DI SENTRA PKL KOTA PASURUAN 
NO. LOKASI PKL JUMLAH PKL 
1 PKL. Pasar Bukir 35 
2 PKL. Pasar Karang Ketug 53 
3 PKL. Pasar Besar 584 
4 PKL. Pasar Poncol 30 
5 PKL. Pasar Kebonagong 130 
6 PKL. Pasar Gading       62 
7 PKL. Jalan Hayam Wuruk 32 
8 PKL. Kelurahan Kebonsari           74 
TOTAL 1.000 
Sumber : Disperindag Kota Pasuruan 2017 
  Berdasarkan Tabel  3 diatas, jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 
ada di Senta PKL Kota Pasuruan berjumlah 1.000 pedagang.
50
 Diantaranya 
jumlah PKL Pasar Bukir sebanyak 35 pedagang, di PKL Pasar Karang Ketug 
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 Hasil Pendataan Dan Identifikasi PKL Di Sentra Area Pasar, http://pasuruankota.go.id. Di 
akses tanggal 12 juni 2017 pukul 04.48 WIB. 
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 Hasil Pendataan Dan Identifikasi PKL Di 4 Kecamatan Kota Pasuruan, 
http://pasuruankota.go.id. Di akses tanggal 12 juni 2017 pukul 04.48 WIB. 
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sebanyak 53 pedagang, PKL Pasar Poncol sebanyak 30 pedagang, PKL Pasar 
Kebonagong sebanyak 130 pedagang, PKL. Pasar Gading sebanyak 62 
pedagang, PKL Jalan Hayam Wuruk sebanyak 32 pedagang, dan PKL 
Kelurahan Kebonsari sebanyak 74 pedagang. 
  Untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tersebar di Kecamatan 
Panggungrejo sendiri teraglomerasi di Jalan Pahlawan (Jalan Arteri Sekunder), 
Jalan Kartini, Jalan Arjuno dan Jalan Hayam Wuruk (Jalan Kolektor atau 
Lokal). Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tersebar di beberapa ruas jalan yang 
ada di Kota Pasuruan tersebut kebanyakan mempunyai jenis dagangan 
makanan seperti (penjual bakso, jus, mie ayam, bubur, kopi), jenis dagangan 
kios sandang atau keperluan pribadi seperti tas, baju, sepatu serta aksesoris 
seperti koran, majalah, poster, stiker dan sebagainya. Saat ini Kota Pasuruan 
sendiri sedang mengatur kawasan-kawasan mengenai pengaturan Pedagang 
Kaki Lima (PKL) sendiri. Tempat atau lokasi yang bisa dijadikan tempat 
berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu di Jl. Hayam Wuruk, di Jl. Kartini 
di samping kantor BCA. Selain itu, di sebagian Jl. Pahlawan, dan sebagian Jl. 
Arjuno, dan sekitar luar pasar.
51
 Akan tetapi, meskipun kawasan-kawasan 
tersebut masuk kedalam kawasan legal pedagang kaki lima perlu adanya kajian 
mendalam agar Pedagang Kaki Lima(PKL) yang berada di kawasan yang telah 
ditentukan tersebut tidak merusak tatanan Kota dan tetap memperhatikan 
estetika ruang serta keindahan Kota. Terlebih lagi Pedagang Kaki Lima (PKL) 
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yang berjualan di kawasan tersebut hanya diperbolehkan menjual barang jenis 
makanan. 
  Pola persebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdapat di 
beberapa ruas jalan di Kecamatan Panggungrejo lebih terlihat memanjang 
mengikuti jalan dan mengelompok. Jenis barang yang dijual menurut 
kegunaannya lebih condong ke barang konsumsi, meliputi makanan, minuman 
dan pakaian serta keperluan pribadi. Cara berjualannya yaitu gerobak dorong 
yang kemudian disulap menjadi sebuah warung atau kios kecil. Waktu 
berjualannya juga beragam, untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di 
Jl. Arjuno (Jl. Letjen R. Soeprapto) dan Jl. Pahlawan (kawasan taman Kota) 
bisa ditemui sepanjang hari dan semakin ramai pada malam hari. Berkebalikan 
dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di Jl. Kartini dan Jl. Hayam 
Wuruk hanya terlihat pada malam hari. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 
berada di Jl. Hayam Wuruk sejatinya sudah tertata dengan baik. 
1. Analisis Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Pasuruan 
  Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pasuruan menjadi fenomena 
umum yang logis, kebanyakan dari mereka berkumpul pada lokasi-lokasi 
yang cukup strategis berupa fasilitas umum atau ruang publik dan pusat-
pusat keramaian kota, misalnya di sepanjang pinggir-pinggir jalan atau 
trotoar, misalnya di seputar pasar-pasar tradisional dan modern. Pesatnya 
pertumbuhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pasuruan, utamanya di 
ruang-ruang publik baik yang sifatnya tertutup seperti di seputar Pasar 
Poncol, maupun yang sifatnya terbuka seperti di seputar alun-alun Pasuruan 
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Jalan Alun-alun (Utara-Timur-Selatan- Barat) Kecamatan Panggungrejo, di 
area terminal bus Kota Pasuruan yang lama Jalan Arjuno Kecamatan 
Panggungrejo, di area Jalan Pahlawan Kecamatan Panggugrejo, di area 
Jalan Kartini Kecamatan Panggungrejo, di area Jalan Sultan agung 
Kecamatan Purworejo, di area Jalan Slamet Riyadi Kecamatan Gadingrejo, 
dan di area Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Panggungrejo tidak dapat 
dipungkiri memberikan kekhawatiran akan gangguan ketertiban dan alokasi 
peruntukan lahan, kurang berfungsinya fasilitas umum, terjadinya 
kemacetan di sepanjang jalur dimana para Pedagang Kaki Lima (PKL) 
menggelar aktifitasnya, berubahnya fungsi trotoar-trotoar jalan yang 
ditempati berjualan, lenyapnya keindahan taman dan Alun-alun Kota 
Pasuruan, dan juga persoalan kebersihan yang harus diakui fenomena ini 
turut menjadi penyebab tidak berjalannya secara linier sendi-sendi 
kehidupan dalam masyarakat. 
 2. Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pasuruan 
  Pada umumnya Pedagang Kaki Lima (PKL) cenderung untuk 
berlokasi secara mengelompok pada area yang memiliki tingkat intensitas 
aktivitas yang tinggi, seperti padasimpul-simpul jalur transportasi atau 
lokasi-lokasi yang memiliki aktivitas hiburan, pasar, maupun ruang 
terbuka.
52
 Pada umumnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di 
Kecamatan Panggungrejo cenderung berlokasi secara mengelompok baik 
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 Mc. Gee dan Yeung (1977: 61) Teori tentang Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL). 
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memanjang mengikuti jalan maupun terakumulasi pada area yang telah 
ditentukan Pemerintah Kota (PEMKOT) Pasuruan. 
  Selain Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di kawasan legal 
tersebut, terdapat pula para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang secara illegal 
mengisi ruang publik pada periode waktu tertentu, seperti yang berada di 
sisi barat-selatan-timur Alun-alun Kota Pasuruan. Motivasi berjualan di 
sekitar Alun-alun tersebut dengan tujuan ingin lebih dekat dengan 
pengunjung dan meraup keuntungan lebih besar dari pada di belakang pasar 
poncol. Pengelompokan terjadi karena Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam 
memilih lokasi bagi aktivitas usahanya akan berusaha untuk selalu 
mendekati pasar atau pembeli. Mereka akan berusaha agar barang atau jasa 
yang dijual terlihat oleh pembeli.
53
 Oleh karena itu mereka akan memilih 
lokasi-lokasi yang strategis dan menguntungkan di pusat kota atau di suatu 
lokasi yang merupakan pusataktivitas masyarakat. Bagi pedagang terdapat 
kecenderungan untuk berorientasi kepada konsentrasi konsumen dalam 
menentukan lokasi tempat usaha.
54
 Ciri atau karakteristik tersebut adalah 
bagian dari strategi pemasaran yang dilakukan Pedagang Kaki Lima (PKL) 
yang berada di sekitar Alun-alun tersebut. Pola Pedagang Kaki Lima (PKL) 
di Kecamatan Panggungrejo di Kota Pasuruan yang membentuk sebuah 
klusterisasi merupakan dampak dari karakter wilayah berpusat dan 
mempunyai sifat fungsional terhadap wilayah lain. 
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 Bromley dalam Manning dan Effendi, (1996: 236) pengelompokan Pedagang Kaki Lima 
(PKL). 
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 Djojodipuro, (1992: 30)Teori Lokasi Tempat Usaha. 
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C. Pelaksanaan Pasal 28 huruf a Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 
Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 
(PKL) 
 Pelaksanaan Pasal 28 huruf a Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 
2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 
dilakukan oleh Jajaran Pemerintah Kota (PEMKOT) Pasuruan mengadakan 
koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, 
instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat. Organisasi perangkat 
daerah yang dimaksud disini antara lain Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah (BAPPEDA), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) 
bersama instansi yang terkait yakni aparat SATPOL PP Kota Pasuruan. Maka 
dari itu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 
sebagai leading sector dengan merencanakan tempat relokasi sementara bagi 
Pedagang Kaki Lima (PKL). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(BAPPEDA) mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan 
daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan 
pengembangan.
55
 Dengan adanya tugas tersebut Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merumuskan kebijakan teknis perencanaan 
pembangunan, statistik, penelitian dan pengembangan terutama mengenai 
tempat sementara bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk tetap bisa 
berjualan dengan mempertimbangkan pembinaan, pengendalian, fasilitasi, 
pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan 
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 Pasal 2 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok dan 
Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 
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sosial budaya, perencanaan pembangunan prasarana, satistik serta penelitian 
dan pengembangan.Pasal 28 huruf a Peraturan Daerah (PERDA) Kota 
Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang 
Kaki Lima (PKL) menjelaskan “PKL dilarang melakukan kegiatan usahanya di 
ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL”. Di Kota Pasuruan, 
khususnya yang tidak terdaftar di sentra PKL yaitu pedagang yang menempati 
area seputaran Alun-alun Kota Pasuruan. 
   Berdasarkan hasil pengamatan membuktikan bahwa Pedagang Kaki 
Lima (PKL) yang berada di sepanjang jalan Kota Pasuruan, khususnya mereka 
yang menempati area seputaran Alun-alun Kota Pasuruan tersebut merupakan 
Pedagang Kaki Lima (PKL) pindahan hasil dari program relokasi ke lahan 
dibelakang Pasar Poncol yang sebelumya telah dilakukan Satpol PP dan Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Pasuruan. Beberapa 
Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut kebanyakan menyajikan makanan siap 
konsumsi, seperti penjual makanan dan minuman. Menurut hasil wawancara 
yang dilakukan oleh penulis terhadap 11 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 
berjualan di area seputaran Alun-alun Kota Pasuruan, diantaranya, Pak 
KosimPenjual makanan siap saji, Pak Muchammad Ali penjual makanan dan 
minuman siap saji, Pak Mol penjual makanan dan minuman siap saji, Mas 
Anton penjual minuman siap saji, Ibu Rusmin penjual makanan dan minuman 
siap saji, Pak Dol penjual makanan dan minuman siap saji, Mas Kholid penjual 
makanan dan minuman siap saji, Pak Daud penjual minuman siap saji, Mas 
Udong penjual minuman siap saji, Pak A’ung penjual minuman siap saji, dan 
68 
 
yang terahir Ibu Sri Fatimah penjual makanan dan minuman siap saji.
56
 Rata-
rata para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut terbukti akan kurangnya 
pengetahuan dan pemahaman suatu peraturan, secara nalar kebanyakan dari 
mereka tidak mengetahui bahkan tidak mengerti larangan mengenai berjualan 
di tempat-tempat umum, meskipun Kota Pasuruan mempunyai Peraturan 
Daerah yang mengatur tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 
Lima (PKL),
57
 ditambah lagi Para Pedagang Kaki Lima (PKL) mengatakan 
bahwasanya untuk mendapatkan tempat di sini harus melalui izin juru parkir 
terlebih dahulu dengan membayar Rp. 3.000/hari. Hal ini yang menyebabkan 
suatu peraturan di wilayah hukum Kota Pasuruan tidak efektif, maka dari itu, 
mau bagaimanapun pelaksanaan ini tidak bisa berjalan lancar dan tercapai 
apabila masih ada oknum-oknum tertentu yang tidak taat pada aturan yang ada. 
Karena hukum dapat dikatakan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi 
hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. 
   Dari segi ketegasan Pemerintah setempat juga perlu dipertanyakan, 
karena bagaimanapun juga Pemerintah berhak memberikan sanksi apabila para 
Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pasuruan khususnya di area seputaran 
Alun-alun yang tidak mengindahkan upaya dari pembuat kebijakan. Sanksi 
tersebut berupa peringatan dari pemerintah untuk mengurus kepindahan, 
maupun menanyakan terlebih dahulu rencana relokasi ke pihak Pemerintah 
                                                          
       
56
 Wawancara dengan 11 PKL yang berjualan Di Area Seputaran Alun-alun Kota Pasuruan 4 
Juni 2017. 
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 Wawancara dengan 11 PKL yang berjualan Di Area Seputaran Alun-alun Kota Pasuruan 4 
Juni 2017. 
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Kota (PEMKOT) setempat dan jika mereka tidak mengurus kepindahan, maka 
pemerintah dapat menerapkan bestuursdwang yaitu berupa pembongkaran.
58
 
   Menurut penulis, pelaksanaan Pasal 28 huruf a Peraturan Daerah 
(PERDA) Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan dan 
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukan oleh Pemerintah 
setempat belum efektif, dikarenakan sampai sejauh ini belum tercapai. Realita 
yang ada membuktikan masih banyaknya Pedagang Kakik Lima (PKL) yang 
berjualan di area seputaran Alun-alun Kota Pasuruan. Memang sejauh ini 
Aparat SATPOL PP sering melakukan operasi penggusuran, akan tetapi 
Pedagang Kaki Lima (PKL) tumbuh lagi dan semakin banyak yang berjualan 
di area Alun-Alun Kota Pasuruan.
59
 Apabila dilihat dari Pasal 28 huruf a 
tersebut maka dapat disimpulkan “siapapun tidak diperbolehkan melakukan 
transaksi di tempat atau area fasilitas umum/publik yang tidak ditetapkan untuk 
bertransaksi, baik dari pihak pedagang maupun konsumen, karena dilarang 
akan tetapi dilanggar”. Hal ini disebabkan kurangnya keseriusan Pemerintah 
Kota (PEMKOT) Pasuruan dalam melakukan penataan yang berwujud 
pemberdayaan, jika dilihat dari instrument hukum yang terkait, maka penataan 
PKL merupakan upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota 
(PEMKOT) Pasuruan melalui penetapan lokasi binaan yang telah 
diperuntukkan bagi PKL baik bersifat permanen maupun sementara untuk 
melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL 
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 Pengertian Sanksi Administrasi. https://erindaryansyah.wordpress.com/2011/11/01/4-
sanksi-administrasi-dalam-hukum-tata-ruang/. Di aksess tanggal 22 Juni 2017 pukul 20.12 WIB. 
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 Wawancara Dengan Pak Nur Fadholi, SH, MM. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan 
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dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, 
ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan.
60
 Penulis melihat, penataan yang dilakukan 
Pemerintah Kota (PEMKOT) Pasuruan masih jauh dari kata efektif, memang 
sejauh ini pihak Pemerintah Kota (PEMKOT) Pasuruan mempunyai sentra-
sentra PKL di sejumlah wilayah Kota Pasuruan dengan dilengkapi dengan 
papan nama lokasi dan rambu atau tenda yang menerangkan batasan jumlah 
PKL, akan tetapi hal tersebut tidak di dukung dengan lahan atau tempat yang 
strategis untuk berjualan. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya Para 
Pedagang Kaki Lima (PKL) yang kembali lagi menempati area fasilitas umum 
khususnya di area seputaran Alun-alun Kota Pasuruan yang sudah jelas 
dilarang dalam Pasal 28 huruf a Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 
Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. 
Sedangkan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
(PEMKOT) Pasuruan, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam 
membentuk pertumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL, 
sehingga mampu tumbuh dan berkembang, baik kualitas maupun kuantitas 
usahanya.
61
 Maka dari itu Walikota melakukan pemberdayaan PKL melalui 
peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi 
bantuan sarana dagang, penguataan kelembagaan, fasilitasi peningkatan 
produksi, pengelolahan pengembangan jaringan dan promosi, serta pembinaan 
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 Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 
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dan bimbingan teknis.
62
 Dalam melakukan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 
(PKL) yang ada di Kota Pasuruan Walikota melalui kemitraan dengan dunia 
usaha melakukan program tanggung jawab social perusahaan/CSR (Corporate 
Social Responsibility), bentuk kemitraannya antara lain, penataan peremajaan 
tempat usaha PKL, peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, 
pelatihan, dan bantuan permodalan, promosi usaha dalam acara event pada 
lokasi binaan, serta berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan 
agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.
63
 Penulis berpendapat, 
pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Kota Pasuruan selama 
ini cukup baik dengan memberikan fasilitas akses permodalan dan bantuan 
sarana dagang seperti, tenda knock down yang seragam, dibangunkan kios-kios 
seragam, dan gerobak, akan tetapi kebijakan tersebut sedikit kurang merata. 
Dapat kita temui untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di 
Kelurahan Kebonsari rata-rata mereka tidak mendapatkan akses permodalan 
dan bantuan sarana dagang tersebut seperti yang diberikan di sentra-sentra PKL 
di tempat lain, hal ini sedikit timpang dengan apa yang dilakukan Pemerintah 
Kota (PEMKOT) Pasuruan. Maka dari itu jika dilihat dari sisi hukum, 
Pemerintah Kota (PEMKOT) Pasuruan beserta jajaran yang ada dibawahnya 
melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
(DISPERINDAG) bersama instansi yang terkait yakni aparat SATPOL PP 
Kota Pasuruan sepenuhnya belum mampu mencapai tujuannya, karena suatu 
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hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, dalam 
hal ini tidak ada lagi permasalahan tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 
dihadapi,
64
 dan pada saat itu pula hukum mencapai sasarannya dalam 
membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku 
hukum. 
   Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, jika ditinjau berdasarkan  
teori efektivitas hukum, mengenai tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum, 
maka dapat dijabarkan sebagai berikut: 
1. Tentang peraturan hukumnya sendiri 
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, jika dilihat dari 
substansinya, menurut penulis sejauh ini masih kurang lengkap sebagai 
pedoman dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan, karena 
dari setiap isi Pasal-pasal yang ada di Peraturan Daerah (PERDA) Kota 
Pasuruan tersebut tidak ada perbedaan yang mencolok dengan isi Pasal yang 
ada di Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan tentang Penataan dan 
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Nomor 9 Tahun 2002 yang lama atau 
sebelumnya. Padahal Pemerintah Kota (PEMKOT) Pasuruan sudah 
melakukan revisi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang lama 
tersebut hingga berubah menjadi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan 
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 
Lima. Sejauh ini dalam Peraturan tersebut dapat ditemui isi Pasal yang 
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kurang jelas, misalnya Pasal 28 huruf a sudah menjelaskan “PKL dilarang 
melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk 
lokasi PKL”. Di sini sudah cukup jelas, ruang umum adalah lokasi yang 
dilarang untuk melakukan kegiatan usaha bagi para Pedagang Kaki Lima 
(PKL) apalagi melakukan kegiatan tersebut di area terbuka hijau yakni, di 
seputaran Alun-alun Kota Pasuruan. Menurut penulis, bunyi Pasal 28 huruf 
a Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tersebut 
pengaplikasiannya berbanding terbalik, karena dalam bunyi isi Pasal 
tersebut dilarang akan tetapi dilanggar. Hal inilah yang menjadikan 
Peraturan Daerah tersebut tidak bisa dijadikan pedoman Pemerintah Kota 
(PEMKOT) Pasuruan beserta jajaran yang ada dibawahnya, yakni Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) dan Aparat SATPOL PP 
untuk melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) 
di Kota Pasuruan. Maka dari itu selayaknya Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kota Pasuruan dalam merevisi atau membuat suatu 
peraturan Perundang-undangan tidak asal menyodorkan saja kepada 
Walikota dalam RAPERDA, akan tetapi harus benar-benar dibaca, 
dimengerti, kemudian di evaluasi secara matang-matang, supaya tidak 
terdapat celah hokum dalam suatu Peraturan Perundang-undangan yang 
akan di pakai. 
 2. Tentang Penegak hukum  
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Penegak Hukum dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
(DISPERINDAG) Kota Pasuruan dengan berkoordinasi dengan Aparat 
SATPOL PP Kota Pasuruan sebagai pihak yang menerima dan 
melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan dan 
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sejauh ini, Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Pasuruan serta Aparat SATPOL PP 
Kota Pasuruan belum melaksanakan tugasnya secara optimal, dimana Satpol 
PP Kota Pasuruan tidak terlalu tegas dalam menindak Pedagang Kaki Lima 
(PKL) yang melanggar Pasal 28 huruf a Peraturan Daerah (PERDA) Kota 
Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima. Hal ini penulis temukan dari hasil jawaban Satpol PP 
Kota Pasuruan yang masih menggunakan intuisi kemanusiaannya dalam 
menjalankan tugas dan kewenangannya dengan cara memberikan solusi 
terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk tetap berjualan di waktu-waktu 
tertentu, yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Daerah 
(PERDA) Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan 
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain itu aparat Satpol PP 
yang tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan 
Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan 
Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima harus diberikan sanksi, karena 
ketegasan dan objektivitas dari Satpol PP sebagai pihak yang menjalankan 
Peraturan Daerah (PERDA) tersebut sangat dibutuhkan, sebab sebesar atau 
seberat apapun sanksi yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) 
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yang melanggar tidak akan efektif apabila pihak yang seharusnya menindak 
dalam hal ini Satpol PP kurang bertaring dalam menjalankan Peraturan 
Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan 
Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka dari itu seharusnya Satpol 
PP Kota Pasuruan mendapatkan pengawasan yang credible dari luar instansi 
tersebut untuk memastikan kinerja dari pihak Satpol PP.  
 3. Sarana dan Fasilitas Pendukung  
Sarana dan fasilitas merupakan faktor pendukung yang keberadaannya 
sangat penting guna menunjang kelancaran pelaksanaan suatu peraturan. 
Sejauh ini sarana dan fasilitas pendukung dari Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2013 sudah disediakan tetapi tidak dijelaskan secara jelas, meskipun 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Pasuruan 
telah menetapkan sentra PKL, akan tetapi masih terdapat pula para 
Pedagang Kaki Lima (PKL) yang secara illegal mengisi ruang publik pada 
periode waktu tertentu, seperti yang berada di sisi barat-selatan-timur Alun-
alun Kota Pasuruan. Motivasi berjualan di sekitar Alun-alun tersebut dengan 
tujuan ingin lebih dekat dengan pengunjung dan meraup keuntungan lebih 
besar. Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah (PERDA) Kota 
Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima tertuang sangat jelas yakni, “Pembinaan dalam 
penataan dan pemberdayaan PKL meliputi, perencanaan penyediaan ruang 
bagi kegiatan sektor informal”, berdasarkan penelitian yang dilakukan, 
penulis mencari instrument hukum yang berkaitan dengan isi Pasal tersebut 
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dengan wawancara terhadap Bapak Joko Sampurno, S. Sos, MM. Selaku 
Kepala Seksi Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan (DISPERINDAG)Kota Pasuruan, beliau menjelaskan bahwa 
rencana penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal (PKL) yang 
menempati area fasilitas umum khususnya di Alun-alun belum tersedia, 
dikarenakan Pemerintah Kota (PEMKOT) Pasuruan masih kebingungan 
untuk mencari lokasi atau lahan kosong yang layak untuk berjualan. 
 4. Masyarakat  
  Masyarakat merupakan subjak hukum yang mendukung efektivitas 
pelaksanaan suatu Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini Perilaku 
para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan masyarakat merupakan cerminan dari 
efektivitas Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Ketaatan para 
Pedagang Kaki Lima (PKL) dan masyarakat Kota Pasuruan pada hukum 
bisa dilihat dari perilakunya, apakah sesuai atau tidak dengan peraturan 
yang ada. Perilaku Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan sejauh ini belum 
bisa dikatakan taat hukum. Hal ini bisa dilihat dari perilaku Pedagang Kaki 
Lima yang masih melanggar Pasal 28 huruf a Peraturan Daerah (PERDA) 
Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima. Penulis mengamati, kebanyakan dari mereka banyak 
yang berjualan di area atau fasilitas umum, seperti di area seputaran Alun-
alun Kota Pasuruan. Hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan 
mewawancarai 11 Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya yang ada di 
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seputran Alun-alun Kota Pasuruan, rata-rata dari mereka memang terbukti 
akan kurangnya pengetahuan dan pemahaman suatu peraturan, secara nalar 
kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bahkan tidak mengerti larangan 
mengenai berjualan di tempat-tempat umum, meskipun Kota Pasuruan 
mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penataan dan 
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Dari hasil wawancara tersebut 
penulis mengambil kesimpulan, kesadaran kelompok masyarakat tertentu, 
dalam hal ini para Pedagang Kaki Lima (PKL) bisa jadi, mungkin 
kurangnya Sumber Daya Manusia itu sendiri ataupun kurangnya rasa 
kepekaan kelompok masyarakat itu sendiri dalam memperoleh informasi, 
mengetahui, maupun menaati Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan 
Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki 
Lima, khususnya yang tertuang dalam Pasal 28 huruf a tersebut. 
 5. Kebudayaan  
  Kebudayan merupakan hal yang kompleks dalam masyarakat. Budaya 
hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya yang berkaitan 
dengan hukum. Dilihat dari aspek budaya terutama budaya hukum, 
masyarakat Kota Pasuruan sebagai salah satu komponennya ternyata belum 
begitu sadar akan pentingnya suatu tertib hukum, dalam hal ini adalah 
berjualan di area yang bukan peruntukkannya, seperti di area umum atau 
fasilitas umum, khususnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di 
area seputaran Alun-alun Kota Pasuruan. Mengingat Peraturan Daerah 
(PERDA) Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan dan 
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Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sudah mengaturnya dalam Pasal 28 
huruf a yang berbunyi “PKL dilarang melakukan kegiatan usahanya di 
ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL”. Hal inilah yang 
menjadi salah satu kendala dalam usaha penataan dan pemberdayaan 
Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan. Terutama rencana relokasi yang 
akan dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) 
Kota Pasuruan. Meskipun rencana relokasi itu sebatas cita-cita, akan tetapi 
bisa berjalan sesuai yang diinginkan jika pihaknya sudah mendapatkan 
lokasi relokasi yang layak bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang akan 
di relokasi. Dengan demikian, berdasarkan teori efektivitas di atas, bisa 
dikatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) 
Kota Pasuruan dan Aparat SATPOL PP Kota Pasuruan belum efektif dalam 
melaksanakan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 
2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, karena 
belum memenuhi unsur-unsur dari tolak ukur suatu efektivitas hukum.
65
D. Upaya Pemerintah Kota Pasuruan dalam menertibkan Pedagang Kaki
Lima (PKL) yang melanggar ketentuan Pasal 28 huruf a Peraturan
Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013
Untuk mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 
melanggar ketentuan Pasal 28 huruf a Peraturan Daerah (PERDA) Kota 
Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang 
Kaki Lima, maka upaya Pemerintah Kota (PEMKOT) Pasuruan dalam 
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menertibkan Pedagang Kaki Lima adalah bekerjasama dengan Lembaga yang 
ada dibawahnya sesuai tugas dan fungsinya, Lembaga yang dimaksud disini 
adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kota Pasuruan 
beserta Instansi SATPOL PP Kota Pasuruan.SATPOL PP merupakan garda 
terdepan dalam pelaksanaan upaya penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kota (PEMKOT) Pasuruan. Langkah yang pertama dengan cara persuasif, 
mengerahkan beberapa personil aparat SATPOL PP seperti memonitor, 
memberikan himbauan, sosialisasi, maupun pemberian jam berjualan terhadap 
Pedagang Kaki Lima (PKL). Sejauh ini upaya SATPOL PP Kota Pasuruan 
kurang efektif, faktanya sampai saat ini area seputaran Alun-alun Kota 
Pasuruan masih di tempati Para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan. 
Apabila para pedagang yang menempati area seputaran Alun-alun Kota 
Pasuruan tidak mengindahkan himbauan yang dilakukan oleh aparat SATPOL 
PP, maka Pemerintah Kota (PEMKOT) Pasuruan beserta jajaran yang ada 
dibawahnya berkoordinasi dengan instansi SATPOL PP melakukan langkah 
kedua, yakni, penggusuran. Akan tetapi Seringkali para Pedagang Kaki Lima 
(PKL)  tidak menghiraukan penggusuran yang dilakukan oleh Satpol PP, 
karena secara kemanusiaan alasan dari Pedagang Kaki Lima (PKL) sangat 
logis, bagaimanapun Pedagang Kaki Lima (PKL)  membutuhkan mata 
pencahariaan yang dimana secara Sumber Daya Manusia para Pedagang Kaki 
Lima (PKL) tidak mungkin mendapatkan pekerjaan selain berjualan atau 
menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Langkah yang ketiga adalah rencana 
merelokasi pedagang tersebut ke tempat yang layak, tujuannya, agar area 
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seputaran Alun-alun Kota Pasuruan tampak indah, namun rencana ini urung 
dilakukan. Pasalnya, untuk merealisasikan hal ini, Pemerintah Kota 
(PEMKOT) harus menyediakan lahan. Selain itu, atas pertimbangan ekonomi 
bagi masyarakat setempat. Sebagai gantinya, Pemerintah Kota (PEMKOT) 
berniat hanya menata ulang para Pedagang Kaki Lima (PKL) saja dengan 
memberlakukan pembagian waktu berjualan.Ada yang berjualan Senin-Jumat 
serta Sabtu dan Minggu sehingga, lebih tertata.
66
 Sementara itu, Komisi II 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyambut baik rencana 
Pemerintah Kota (PEMKOT) Pasuruan untuk menata PKL Alun-alun Kota 
Pasuruan. Karena selama ini Jalan Alun-alun (Selatan-Barat-Utara-Timur) 
semakin padat. Terkait adanya rencana pembagian waktu PKL untuk berjualan, 
pihaknya menyerahkan keputusan ini kepada para pedagang. Jika para 
pedagang merasa keberatan, sebaiknya Pemerintah Kota (PEMKOT) mengkaji 
ulang rencana itu.
67
 
Desakan para Ulama dan tokoh-tokoh masyarakat Kota Pasuruan 
kepada Pemerintah setempat sangat kuat untuk mensterilkan area seputaran 
Alun-alun dari banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan, dengan alasan 
supaya area Masjid Agung Al-Anwar terlihat rapi, bersih, tidak menghilangkan 
estetika tatanan yang ada, serta para jema’ah Masjid lebih nyaman dan khusyuk 
untuk beribadah.
68
 Usaha pemerintah Kota Pasuruan untuk menertibkan 
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Pedagang Kaki Lima (PKL) tampaknya berdampak pada waktu berjualannya 
yang berubah-ubah. Utamanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sebelumya 
berada disepanjang jalan sisi Barat-Timur dan Selatan Alun-alun Kota 
Pasuruan kini lebih dapat terlihat ke malam hari. Meskipun beberapa pedagang 
sudah menempati ruang di bagian belakang Pasar Poncol, akan tetapi untuk 
pedagang dengan jenis makanan lebih memilih untuk mengisi ruas-ruas jalan 
itu kembali dengan alasan lebih dekat dengan konsumen sertahasil penjualan 
lebih maksimal. Berbeda dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tersebar di 
beberapa ruas jalan. Pola persebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan 
pasar di Kecamatan Panggungrejo lebih terklusterisasi dan mengumpul 
menjadi satu kelompok. Hal ini dapat terlihat jelas di kawasan Pasar Besar 
yang kebanyakan menjual sayuran dan buah-buahan. Pedagang Kaki Lima 
(PKL) yang berada di kawasan Pasar Besar merupakan pedagang dari luar 
Kota Pasuruan yang menjual barang dagangannya dengan di gendong atau 
menggunakan alas atau tikar seadanya sehingga kurang elok dipandang. 
Sedangkan untuk waktu berjualan pada pukul 05.00 – 10.00 WIB. 
Hasil Observasi Dengan Cara Pengamatan Dan Wawancara Yang 
Dilakukan Oleh Penulis, Sejauh ini upaya Pemerintah Kota (PEMKOT) 
Pasuruan beserta jajaran yang ada dibawahnya dalam menertibkan Pedagang 
Kaki Lima (PKL) kurang efektif, Satpol PP Kota Pasuruan sejauh ini memang 
menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Daerah 
(PERDA) Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan 
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Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), menurut penulis masih ada celah 
dan kekurangan yang dimana Satpol PP Kota Pasuruan tidak terlalu tegas 
dalam menindak Pedagang Kaki Lima (PKL). Hal ini penulis temukan dari 
hasil jawaban Satpol PP Kota Pasuruan yang masih menggunakan intuisi 
kemanusiaannya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dengan cara 
memberikan solusi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)  untuk tetap berjualan 
di waktu-waktu tertentu, yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan 
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Di sini penulis pun 
mengalami sedikit kesulitan memahami secara logika hukum dengan tindakan 
Satpol PP tersebut, karena dari hasil wawancara terhadap Satpol PP Kota 
Pasuruan penulis tidak menemukan jawaban yang relevan.
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Menurut penulis sanksi yang tertuang dalama pasal 43 ayat (1) 
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak begitu efektif 
untuk menindak para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melanggar karena 
terlalu ringan, hal ini di perparah dengan kurang ketegasan dari pihak Satpol 
PP yang seharusnya, agar Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 2 
Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) 
ini dapat di terapkan dengan baik sesuai dengan tujuan dari lahirnya Peraturan 
Daerah (PERDA) tersebut.
70
 Bukan hanya Pedagang Kaki Lima (PKL)  yang 
diberikan sanksi, akan tetapi dari pihak konsumen, karena bagaimanapun 
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konsumen secara tidak langsung turut melanggar peraturan dengan bertransaksi 
atau membeli di tempat umum/trotoar meskipun di dalam Peraturan Daerah 
(PERDA) tersebut tidak ada sanksi bagi konsumen. Sedangkan aparat Satpol 
PP yang tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan 
Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan 
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)  harus diberikan sanksi, karena 
ketegasan dan objektivitas dari Satpol PP sebagai pihak yang menjalankan 
Peraturan Daerah (PERDA) tersebut sangat dibutuhkan, sebab sebesar atau 
seberat apapun sanksi yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 
melanggar tidak akan efektif apabila pihak yang seharusnya menindak dalam 
hal ini Satpol PP kurang bertaring dalam menjalankan Peraturan Daerah 
(PERDA) Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan 
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), maka dari itu seharusnya Satpol 
PP Kota Pasuruan mendapatkan pengawasan yang credible dari luar instansi 
tersebut untuk memastikan kinerja dari pihak Satpol PP. Meskipun secara 
struktural Satpol PP Kota Pasuruan berada di bawah kewenangan langsung 
walikota dan diawasi oleh DPRD Kota Pasuruan komisi III yang menurut 
penulis masih sangat tidak efektif dalam memantau kinerja Satpol PP Kota 
Pasuruan. Hal ini disebabkan tidak adanya sanksi administratif atau pidana 
terhadap Satpol PP Kota Pasuruan yang tidak menjalankan fungsinya secara 
baik dan benar, sejauh ini Satpol PP Kota Pasuruan hanya melakukan proses 
laporan pertanggung jawaban kepada instansi atau lembaga terkait yang 
menurut penulis dalam pelaporan tersebut sangat mengandung unsur Asal 
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Bapak Suka (ABS). Maka dari itu harus ada lembaga khusus yang benar-benar 
independent untuk memantau maupun menindak secara langsung terkait 
dengan kinerja Satpol PP Kota Pasuruan. Disini Pemerintah Kota (PEMKOT) 
Pasuruan terlihat kurang menggunakan alat kekekuasaan yang bersifat hukum 
publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidak 
patuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi 
Negara, empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat 
kekuasaan (machtmiddelen), bersifat hukum publik (publiek rechtlijke), 
digunakan oleh pemerintah (overheid), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan 
(reactive op niet-naleving).
71
 Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan 
sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan 
pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya bestuursdwang 
atau dwangsom. 
Selain itu disisi lain penulis melihat kurangnya upaya Pemerintah 
Kota (PEMKOT) Pasuruan dalam memberdayakan para Pedagang Kaki Lima 
(PKL), hal ini terlihat dari kurangnya kesempatan berusaha Pedagang Kaki 
Lima (PKL) yang menempati lokasi sesuai peruntukkannya, kurang 
menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha Pedagang Kaki Lima 
(PKL) menjadi usaha ekonomi mikro yang mandiri, tidak mencerminkan Kota 
Pasuruan yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan prasarana Kota yang 
memadai. Untuk mewujudkan tujuan Peraturan Daerah (PERDA) Kota 
Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang 
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Kaki Lima, seharusnya Pemerintah Kota (PEMKOT) Pasuruan, beserta dunia 
usaha dan masyarakat secara sinergis menumbuhkan iklim usaha dan 
pengembangan usaha terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) sehingga akan 
tumbuh kualitas dan kuantitas. Dalam melakukan pemberdayaan Pedagang 
Kaki Lima (PKL) yang ada di Kota Pasuruan, Walikota melalui kemitraan 
dengan dunia usaha melakukan program tanggung jawab sosial 
perusahaan/CSR (Corporate Social Responsibility), bentuk kemitraannya 
antara lain, penataan peremajaan tempat usaha PKL, peningkatan kemampuan 
berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan, promosi 
usaha dalam acara event pada lokasi binaan, serta berperan aktif dalam 
penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah 
dan nyaman. Menurut penulis upaya pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 
(PKL) yang ada di Kota Pasuruan adalah dengan memberikan fasilitas akses 
permodalan dan bantuan sarana dagang seperti, tenda knock down yang 
seragam, dibangunkan tempat yang layak seperti kios-kios seragam, gerobak, 
dan mengadakan pasar sabtu-minggu secara merata  
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